
 

Gubernur Jawa Barat 
PERATURAN GUBERNUR JAWA BARAT 

NOMOR  : 11  TAHUN 2012 
 

TENTANG 

 

RENCANA AKSI DAERAH PANGAN DAN GIZI 
 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 
 

GUBERNUR JAWA BARAT, 
 

Menimbang : a. bahwa dalam rangka mengimplementasikan program pembangunan 
yang berkeadilan sesuai Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2010 serta 
dalam upaya peningkatan dan perbaikan gizi masyarakat, Pemerintah 
Daerah wajib menyusun dokumen Rencana Aksi Daerah Pangan dan 
Gizi Tahun 2011-2015, dengan mengacu pada Rencana Aksi Nasional 
Pangan dan Gizi; 

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf 
a, perlu menetapkan Peraturan Gubernur Jawa Barat tentang Rencana 
Aksi Daerah Pangan dan Gizi; 

Mengingat      :   1.    Undang-Undang  Nomor 11 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi 
Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tanggal 4 Juli 1950) Jo. 
Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Jakarta 
Raya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 31, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 15) 
sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah 
Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik 
Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 
93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4744) dan 
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi 
Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4010); 

2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1996 tentang Pangan (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 99, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3656); 

3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, 
Tambahan Lembaran Negara  Republik Indonesia Nomor 4437)  
sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-
Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844); 

4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan 
Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438); 
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5. Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 2002 tentang Ketahanan 
Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 142, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4254); 

6. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2004 tentang Keamanan, Mutu 
dan Gizi Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 
Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
4424); 

7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian 
Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah 
Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4737); 

8. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 10 Tahun 2008 tentang 
Urusan Pemerintahan Provinsi Jawa Barat (Lembaran Daerah Provinsi 
Jawa Barat Tahun 2008 Nomor 9 Seri D, Tambahan Lembaran Daerah 
Provinsi Jawa Barat Nomor 49); 

9. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 27 Tahun 2010 tentang 
Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (Lembaran 
Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2010 Nomor 27 Seri E, Tambahan 
Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 119); 

10. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 5 Tahun 2011 tentang 
Pengelolaan Pupuk Bersubsidi dan Gabah (Lembaran Daerah Provinsi 
Jawa Barat Tahun 2011 Nomor 5 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah 
Provinsi Jawa Barat Nomor 98); 

 

MEMUTUSKAN : 
 

Menetapkan    :    PERATURAN     GUBERNUR    TENTANG    RENCANA   AKSI   DAERAH 

PANGAN DAN GIZI. 
 

Pasal 1 

Dalam Peraturan Gubernur ini, yang dimaksud dengan : 

1. Daerah adalah Provinsi Jawa Barat. 

2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur dan Perangkat Daerah sebagai 
unsur penyelenggara pemerintahan Daerah Provinsi Jawa Barat. 

3. Gubernur adalah Gubernur Jawa Barat. 

4. Bupati/Walikota adalah Bupati/Walikota di Jawa Barat. 

5. Pembangunan Daerah adalah rangkaian penyelenggaraan 
pemerintahan dan pembangunan di Jawa Barat. 

6. Organisasi Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut OPD adalah 
Organisasi Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa 
Barat. 

7. Rencana Aksi Daerah Pangan dan Gizi yang selanjutnya disebut RAD-
PG adalah Rencana Aksi Daerah Pangan dan Gizi Provinsi Jawa 
Barat Tahun 2012-2015. 

8. Pangan adalah segala sesuatu yang berasal dari sumber hayati dan 
air, baik yang diolah maupun tidak diolah, yang diperuntukkan sebagai 
makanan atau minuman bagi konsumsi manusia, termasuk bahan 
tambahan pangan, bahan baku pangan, dan bahan lain yang 
digunakan dalam proses penyiapan, pengolahan, dan atau pembuatan 
makanan atau minuman. 

9. Gizi adalah suatu proses organisme menggunakan makanan yang 
dikonsumsi secara normal melalui proses pencernaan, absorbsi, 
transportasi, penyimpanan, metabolisme dan pengeluaran zat-zat 
yang tidak digunakan untuk mempertahankan kehidupan, 
pertumbuhan dan fungsi normal dari organ-organ, serta menghasilkan 
energi.  
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Pasal  2 

RAD-PG merupakan pedoman dalam upaya pembangunan pangan dan 
gizi dalam mendukung pelaksanaan pembangunan Daerah pada tahun 
2012 sampai dengan tahun 2015 dalam bentuk arah kebijakan, strategi 
dan program serta kegiatan. 

 

Pasal 3  

Dokumen RAD-PG sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, tercantum 
dalam Lampiran sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan 
Gubernur ini, dengan sistematika :  

BAB I   :  Pendahuluan. 

BAB II  :  Kondisi Umum, Permasalahan dan Tantangan. 

BAB III :   Arah    Kebijakan    dan   Strategi   Pencapaian   Sasaran  

                         Pembangunan Pangan dan Gizi. 

BAB IV  :  Rencana Aksi Daerah Pangan dan Gizi.  

BAB V  :  Pemantauan dan Evaluasi .  

BAB VI  :  Penutup.  
 

Pasal 4  

RAD-PG menjadi pedoman bagi OPD dan sekaligus instrumen sinergitas 
berbagai lembaga di Daerah dalam melakukan sinkronisasi program dan 
kegiatan dalam upaya pencapaian target pembangunan pangan dan gizi.  

 

      Pasal 5  .  

Pemerintah Daerah melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap 
pelaksanaan RAD-PG.  

Pasal  6 

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan 
Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah 
Provinsi Jawa Barat. 

 

       Ditetapkan di Bandung 
       pada tanggal 26 Januari 2012 
  

GUBERNUR JAWA BARAT, 

                                                                                                          ttd 

                                                          

                                                                              AHMAD HERYAWAN 

Diundangkan di Bandung 
pada tanggal 27 Januari 2012 
 

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI  

                 JAWA BARAT, 

                          ttd 

 

Dr. Ir. H. LEX LAKSAMANA, Dipl.HE 
               Pembina Utama 
     NIP. 19521019 197811 1 001. 
 

 

BERITA DAERAH PROVINSI JAWA BARAT TAHUN 2012  NOMOR 11 SERI E 


